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ABSTRAK

Saat ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan kesehatan berupa Triple Burden, salah satunya adalah
munculnya kembali penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah melalui imunisasi. Beberapa
penyakit seperti difteri, tetanus, campak, rubella, dan polio mengalami peningkatan kasus di beberapa
wilayah, termasuk Jawa Barat. Analisis situasi, diperlukan untuk mengidentifikasi masalah PD3I,
termasuk penyebab dan faktor yang mempengaruhi, serta menentukan prioritas masalah kesehatan.
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat menggunakan metode assessment dengan pendekatan
kuantitatif dan kualitatif. Dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2023. Penentuan prioritas
masalah menggunakan metode PAHO-Adopted Hanlon melibatkan 3 responden dari Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat dan 67 petugas Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Pandemi covid-19 menyebabkan
peningkatan kasus PD3I di Jawa Barat, diantaranya ditemukan 1 kasus polio (VPDP) di Purwakarta.
Pada tahun 2023, terdapat peningkatan kasus campak tiga kali lipat di tahun sebelumnya ada sebanyak
6598 kasus. Jumlah kasus difteri meningkat dua kali lipat didapatkan sebanyak 275 kasus dengan 22
kasus kematian. Nilai CFR sebesar 8%. Terdapat sebanyak 360 kasus pertussis dan kasus tetanus
neonatorum sebanyak 7 kasus dengan nilai CFR sebesar 42,8%. Masalah utama penyakit yang dapat
dicegah dengan imunisasi (PD31) di Jawa Barat adalah campak, dengan skor prioritas tertinggi (20,11),
diikuti Difteri (15,99) dan Polio (14,89) berdasarkan metode PAHO Adopted Hanlon. Campak menjadi
prioritas utama karena peningkatan kasus yang signifikan, tingginya penularan, cakupan imunisasi
rendah, dan faktor-faktor seperti keterbatasan fasilitas kesehatan dan penolakan imunisasi. Perlu
penanggulangan meliputi penguatan surveilans, imunisasi, deteksi dini dan edukasi masyarakat.

Kata kunci : analisis situasi, campak, difteri, PD3I, polio

ABSTRACT

Indonesia currently faces a health challenge known as Triple Burden, including the re-emergence of
vaccine-preventable diseases (VPDs). Diseases such as diphtheria, tetanus, measles, rubella, and polio
have shown an increase in cases in various regions, including West Java. A situation analysis is
necessary to identify VPD issues, including their causes and influencing factors, and to determine
health priorities. This study was conducted in West Java using an assessment method with both
quantitative and qualitative approaches. The research was carried out from October to December 2023.
Problems were prioritized using the PAHO-adopted Hanlon method, involving 3 West Java Provincial
Health Office respondents and 67 district/city health officials throughout West Java. The COVID-19
pandemic has led to an increase in VPD cases in West Java, including one polio case (VPDP) in
Purwakarta. In 2023, measles cases increased threefold compared to the previous year, with 6,598
cases reported. Diphtheria cases doubled, totaling 275 cases with 22 deaths, resulting in a CFR of 8%.
Pertussis cases amounted to 360, and tetanus neonatorum cases were 7, with a CFR of 42.8%. The
primary VPD issue in West Java is measles, with the highest priority score (20.11), followed by
diphtheria (15.99) and polio (14.89) according to the PAHO Adopted Hanlon method. Measles is
prioritized due to the significant increase in cases, high transmission rates, low immunization coverage,
and factors such as inadequate healthcare facilities and vaccine refusal. Recommendations include
strengthening surveillance, immunization, early detection, and public education:

Keywords  : situation analysis, measles, diptheria, polio, VPD

PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat Page 57


mailto:sadiahnf02@gmail.com

Volume 9, Nomor 1, April 2025 ISSN 2623-1581 (Online)
ISSN 2623-1573 (Print)

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia menghadapi tantangan kesehatan berupa Triple Burden, meliputi
penyakit menular dengan jumlah kasus yang masih tinggi, penyakit tidak menular yang
prevalensinya meningkat, dan penyakit yang dulunya sudah teratasi namun muncul kembali
(Kuspriyanto, 2021). Pandemi COVID-19 telah memengaruhi program imunisasi dan
surveilans penyakit di seluruh dunia (WHO, 2021b). Terdapat 64% dari 107 negara mengalami
gangguan atau penundaan pelaksanaan layanan imunisasi rutin termasuk di Indonesia (WHO,
2021a). Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan kejadian luar biasa (KLB) PD3I
(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Laporan terbaru UNICEF dalam "State of
the World’s Children" mengungkapkan bahwa secara global, sebanyak 67 juta anak tidak
menerima imunisasi selama tiga tahun terakhir. Situasi ini merupakan penurunan terbesar
dalam cakupan imunisasi rutin anak dalam tiga dekade terakhir. (Unicef, 2023).

Selama pandemi, terdapat kemunduran besar dalam cakupan imunisasi anak di Indonesia,
dengan peningkatan jumlah anak yang tidak mendapat imunisasi sama sekali dari 10% pada
tahun 2019 menjadi 26% pada tahun 2021 (Kemenkes RI, 2019). Kemunduran ini
meningkatkan risiko anak-anak terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti
difteri, tetanus, campak, rubella, dan polio. Meski cakupan imunisasi nasional meningkat dari
84,2% pada 2021 menjadi 94,9% pada 2022, masih ada daerah dengan cakupan di bawah target
nasional sebesar 90% (Kemenkes RI, 2022). Beberapa PD3I yang saat ini menjadi perhatian
dunia diantaranya TBC, Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Pertusis, Campak Polio, Radang Selaput
Otak, dan Radang Paru-paru (Kemenkes RI, 2019; WHO, 2021a). Adapun, komitmen global
yang diikuti oleh semua negara dalam pengendalian PD31 ini yaitu penguatan sistem surveilans
PD3I dan target global meliputi eliminasi tuberculosis pada tahun 2030, eradikasi polio pada
tahun 2026, eliminisasi campak-Rubela/Congenital Rubella Syndrome (CRS) pada tahun 2023,
mempertahankan status eliminasi tentanus neonatorum, dan pengendalian difteri, pertussis.
Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target global (Immunization Agenda, 2021;
WHO Indonesia; UNICEF, 2023)

Di Jawa Barat, cakupan imunisasi dasar pada 2022 meningkat menjadi 86,4% dari 69,83%
pada 2021. Imunisasi DPT-HB-Hib telah melampaui target 95% pada semua tahap, kecuali
antigen IPV yang hanya mencapai 94%. Ada 11 kabupaten/kota di Jawa Barat yang belum
memenuhi target 95% untuk cakupan imunisasi lanjutan. Secara keseluruhan, cakupan
imunisasi di Jawa Barat menunjukkan pencapaian yang baik, meskipun beberapa daerah belum
mencapai target yang ditetapkan (Dinkes Provinsi Jawa Barat, 2022). Surveilans terhadap PD31
seperti polio dan campak menunjukkan adanya peningkatan kasus. Pada tahun 2022, Jawa
Barat mencapai target surveilans AFP non-polio lebih dari 3 kasus per 100.000 penduduk usia
<15 tahun. Namun, masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum mencapai target. Jawa
Barat juga mengalami peningkatan kasus suspek campak dan difteri. Kasus campak di Jawa
Barat juga meningkat dari 239 kasus menjadi 2018 kasus. Kasus difteri di Jawa Barat
meningkat dari 32 kasus pada 2021 menjadi 87 kasus pada 2022, dengan beberapa kasus
kematian. Pada tahun 2023, jumlah kasus difteri meningkat lagi menjadi 255 kasus dengan 34
kali kejadian luar biasa (KLB) di beberapa kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 5 kasus tetanus
neonatorum yang dilaporkan pada 2022. Kasus pertussis juga meningkat dengan jumlah total
125 kasus pada tahun yang sama (Dinkes Provinsi Jawa Barat, 2022). Kondisi ini menunjukkan
perlunya kegiatan penanggulangan secara efektif dan efisien (Symond, 2013).

Peningkatan permasalahan penyakit PD3I menunjukkan adanya kesenjangan antara target
global maupun nasional dengan realitas di lapangan. Oleh kerena itu, analisis situasi dan
prioritas masalah PD3I di Provinsi Jawa Barat diperlukan untuk memudahkan penentuan
masalah utama serta mengidentifikasi penyebab masalah dalam pengendalian PD3I di Jawa
Barat.
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METODE

Penelitian ini menggunakan metode penilaian (assessment) dengan hasil yang disajikan
secara deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Cakupan analisis situasi
ini meliputi semua penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang tercatat di Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022-2023. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan
Oktober hingga Desember 2023. Kerangka kerja penelitian dimulai dengan tahap pengumpulan
data, pengolahan data, dan diikuti dengan analisis data. Data dikumpulkan melalui kuesioner
dan wawancara dengan 67 petugas surveilans Puskesmas dan 3 petugas Dinas Kesehatan.
Sumber data sekunder yang digunakan meliputi Profil Kesehatan Indonesia tahun 2022, Profil
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2022, serta Laporan Hasil Program Seksi
Surveilans dan Imunisasi.

Penentuan prioritas masalah dilakukan menggunakan metode PAHO-adopted Hanlon
dengan pembobotan yang melibatkan partisipasi pemangku kebijakan internal instansi agar
hasilnya lebih objektif. Responden yang terlibat meliputi Kepala Bidang Pengendalian
Penyakit Menular, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Tim Seksi Surveilans dan Imunisasi
di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, serta beberapa pemegang Program Surveilans dan
Imunisasi di wilayah Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat. Setiap responden memberikan
penilaian terhadap masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan formulir penilaian yang
disediakan. Indikator penilaian dalam metode PAHO-adopted Hanlon meliputi: (1) Komponen
A: Mengukur besarnya masalah, dengan rentang skor penilaian 0-10. (2) Komponen B:
Mengukur keseriusan masalah, dengan rentang skor penilaian 0-20. (3) Komponen C:
Mengukur efektivitas intervensi, dengan rentang skor penilaian 0-10. (4) Komponen E:
Mengukur ketidakadilan, dengan rentang skor penilaian 0-5. (5)Komponen F: Mengukur faktor
institusi, dengan rentang skor penilaian 0,67-1,5. (6) Rata-rata hasil penilaian dari seluruh
responden akan dihitung untuk menentukan nilai BPR (Basic Priority Rating), yang digunakan
untuk menetapkan prioritas masalah kesehatan dengan nilai tertinggi.

HASIL

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan, terhadap data
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di Jawa Barat dan data pendukung
lainnya didapatkan beberapa masalah dengan memperrtimbangkan tren kasus kematian dan
angka kesakitan. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang dibahas meliputi
Polio/AFP, Campak, Difteri, Pertusis, dan Tetanus Neonatorum. Polio, Campak, dan Tetanus
Neonatorum menjadi target nasional dalam Eradikasi Polio, Eliminasi Campak, dan Eliminasi
Tetanus Neonatorum. Penyakit Difteri dan Pertusis merupakan penyakit yang termasuk dalam
pengendalian penyakit. Berikut ini identifikasi masalah terlihat dari Program Kesehatan yang
tidak mencapai target nasional maupun target daerah:

AFP (Non Polio)
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Gambar 1. Trend AFP Rate pada Tahun 2019-2023
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Berdasarkan grafikl didapatkan bahwa Non Polio AFP Rate pada tahun 2020 dan tahun

2021 belum mencapai target nasional yakni minimal 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun.
Kemungkinan tidak tercapainya target pada tahun ini yakni dikarenakan kondisi pandemic
COVID-19 yang menghambat program surveilans AFP dan juga cakupan pemberian imunisasi
dasar lengkap pada anak. Sedangkan, Pada tahun 2022 sudah melebihi target minimal
2/100.000 penduduk usia < 15 tahun. Pada tahun 2023, NP-AFP rate sudah melebihi target
nasional yang ditetapkan yakni minimal 3/100.000 penduduk usia < 15 tahun artinya surveilans
AFP sudah mengalami peningkatan kembali pasca pemulihan pandemi COVID-19.
Pada tahun 2022 didapatkan sebanyak 8 Kabupaten/Kota yang belum memenuhi target
pencapaian minimal penemuan kasus diantaranya Kabupaten Bogor, Sukabumi, Kota Depok,
Cianjur, Sumedang, Puwakarta, Kota Cimahi, dan Kota Banjar. Sedangkan pada tahun 2023,
hanya Kabupaten Sukabumi yang belum mencapai target minimal penemuan kasus AFP.
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Gambar 2. Klasifikasi Kasus AFP di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Berdasarkan grafik 2 dari 712 suspek AFP yang ditemukan di 27 kabupaten/kota terdapat
sebanyak 570 kasus bukan polio dan 137 kasus pending (belum dilakukan Kunjungan Ulang
60 Hari), 1 kasus polio (VPDV) ditemukan di Kabupaten Purwakarta pada tanggal 17 Maret
2023 pada anak usia 4 tahun 5 bulan dengan riwayat tidak dapat berjalan dan berbicara sejak
usia 2 tahun. Ditemukannya 1 kasus tersebut menyebabkan status KLLB polio di Provinsi Jawa
Barat. Mengingat kondisi dari zero kasus menjadi ada kasus dan meninjau mayoritas
kabupaten/kota di Jawa Barat masuk kedalam peta risiko rawan terjadi kasus Polio dimana
terdapat 17 kabupaten/kota diantranya Kota Bandung, Cimahi, Bekasi, Depok, Karawang,
Cirebon, dan Indramayu. Maka diperlukan tindakan cepat dan penguatan surveilans,
pengumpulan spesimen adekuat, serta peningkatan pemberian imunisasi polio pada anak untuk
mencegah timbulnya kasus baru.
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Gambar 3. Trend Insiden Rate Campak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Berdasarkan grafik 3 dapat dilihat bahwa angka incidence rate di Provinsi Jawa Barat
masih berfluktuatif, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dengan insiden rate
sebesar 5,31 per 100.000 penduduk dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar 3,99 per
100.000 penduduk. Rendahnya insiden kasus campak pada tahun 2020 hingga tahun 2021
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berhubungan dengan terjadinya kondisi pandemic COVID-19, sehingga surveilans dan
pemberian imunisaasi campak terhambat sehingga berpengaruh pada pelaporan kasus. Trend
jumlah kasus campak (2019-2023) di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan.
Peningkatan 9 kali lipat terjadi pada tahun 2021 (239 kasus) ke tahun 2023 (2018 kasus).
Peningkatan ini diduga akibat pandemi covid-19 dimana status imunisasi pada anak terhambat.
Peningkatan 3 kali lipat juga terjadi pada tahun 2023 menjadi sebanyak 6598 kasus suspek
campak. Peningkatan kasus campak ini terjadi karena rendahnya status imunisasi campak di
tahun sebelumnya.

Beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki kasus campak positif tertinggi di tahun 2022
yakni Kabupaten Bogor (150 kasus), Kab.Bekasi (62 kasus), Cirebon (54 kasus), Garut (39
kasus), Kota Bogor (39 kasus), dan KBB (34 kasus).Pada kasus positif rubella tertinggi terdapat
di Garut sebanyak 12 kasus. Pada tahun 2023, kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Cirebon
sebanyak 377 kasus dan Kota Bogor sebanyak 234 kasus dan kasus terendah terjadi di
Kabupaten Sumedang. Pada kasus positif rubella , kasus terbanyak terjadi di Kabupaten
Bandung sebanyak 9 kasus. Didapatkan bahwa kelompok umur yang paling banyak mengalami
campak di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 dan 2023 yaitu kelompok balita (1-4 tahun),
dimana 74% balita tersebut tidak diimunisasi.
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Gambar 4. Trend Kasus Difteri di Provinsi Jawa Barat

Trend jumlah kasus suspek difteri selama 5 tahun (2019-2023) artinya selalu terjadi KLB
suspek difteri apabila dilihat dari definisi operasional KLB difteri. Terjadi peningkatan jumlah
kasus 4x lipat pada tahun 2022 yakni sebanyak 142 kasus dibanding tahun sebelumnya hanya
36 kasus difteri. Pada tahun 2023 kasus difteri meningkat hampir 2x lipat dibanding tahun
sebelumnya.Peningkatan kasus terjadi karena rendahnya status imunisasi pada saat pandemic
dan optimalnya surveilans difteri pasca pandemic sehingga banyak kasus yang terlaporkan.
Penyakit difteri ini juga merupakan penyakit yang menyebabkan KLB di Provinsi Jawa Barat
selama 5 tahun berturut-turut (2018-2023).Dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
didapatkan sebanyak 21 kab/kota yang memiliki kasus difteri.
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Grafik 5. Trend Kasus Kematian di Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Jumlah kematian akibat difteri ini masih berfluktuatif. Terjadi peningkatan kematian
difteri sebesar dua kali lipat pada tahun 2023 menjadi 22 kasus dibanding tahun sebelumnya
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sebanyak 9 kasus. Dapat dilihat bahwa CFR Difteri Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi
8,2% (22 kematian) dari sebelumnya sebesar 10,6% (15 kematian). Tingginya angka kasus
difteri ini dipengaruhi oleh status imunisasi yang rendah pada saat pandemic COVID-19 dan
meningkatnya surveilans aktif dalam penemuan kasus difteri pasca pandemic sehingga banyak
kasus yang terlaporkan. Berikut ini merupakan 7 kabupaten/kota yang memiliki kasus kematian
difteri tertinggi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023:
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Gambar 6. Trend Kasus Kematian dan Nilai CFR Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Berdasarkan grafik 6 didapatkan bahwa terdapat 5 kabupaten/kota dengan kasus kematian
difteri tertinggi yakni Kabupaten Garut dengan CFR sebesar 17,2% (15 kasus). Apabila dilihat
dari angka morbiditas dan mortalitas dapat dilihat bahwa apabila dalam suatu wilayah kab/kota
menemukan satu suspek difteri dengan konfirmasi laboratorium kultur positif atau ditemukan
satu suspek difteri dan mempunyai hubungan epidemiologi dengan kultur positif maka daerah
tersebut dinyatakan KLB difteri. Dapat disimpulkan bahwa difteri masih menjadi masalah
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang tinggi angka kasusnya di Provinsi Jawa
Barat. Garut merupakan salah satu kabupaten yang yang telah menetapkan status KLB Difteri.
Sebagian besat kasus difteri terjadi pada kelompok umur 1-4 tahun, sebesar 50% kelompok
umur tersebut tidak diimunisasi.
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Gambar 7. Trend Kasus Pertusis di Provinsi Jawa Barat 2019-2023

Kasus pertussis di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yang
signifikan pada tahun 2023 menjadi 360 kasus, dan kasus pertussis terendah terjadi pada tahun
2021 sebanyak 1 kasus pertussis di Kabupaten Bogor. Tidak terdapat kasus kematian akibat
pertussis pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Rendahnya angka kasus pertussis di tahun 2020
dan 2021 diakibatkan karena pada pandemic covid-19 program surveilans pertussis tidak
berjalan optimal, sedangkan pada tahun 2022 dan tahun 2023 surveilans pertussis kembali
dilakukan secara optimal sehingga banyak kasus suspek yang terlaporkan. Kasus paling banyak

PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat Page 62



Volume 9, Nomor 1, April 2025 ISSN 2623-1581 (Online)
ISSN 2623-1573 (Print)

ditemukan pada kelompok usia < 1 tahun dimana 73% anak tidak diimunisasi dasar. Kabupaten
Bogor merupakan wilayah dengan kasus pertussis tertinggi pada tahun 2022 yakni sebanyak
25 kasus. Pada tahun 2023, Kabupaten Garut merupakan wilayah yang memiliki kasus
pertussis tertinggi yakni sebanyak 207 kasus. Masih terdapat 10 Kab/Kota yang silent distrik
untuk penemuan kasus pertussis.
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Gambar 8. Trend Kasus Tetanus Neonatorum di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Jumlah kasus tetanus neonatorum mengalami peningkatan dari mulai tidak ada kasus pada
tahun 2020 dan pada tahun 2021, lalu pada tahun 2022 muncul kembali sebanyak 5 kasus di
Kabupaten Bogor, dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 7 kasus. Dari 27
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat kasus Tetanus Neonatorum ditemukan di 5
Kabupaten/kota diantaranya Kota Bogor 1 kasus, Kabupaten Bogor 2 kasus, Majalengka 1
kasus, Kabupaten garut 1 kasus, dan Kota Bekasi 1 kasus. Kasus kematian Terdapat 3 kasus
kematian di Kota Bogor (1 kasus), Kota Bekasi (1 kasus) dan Kabupaten Garut (1 kasus)
dengan nilai CFR sebesar 43%. Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan indepth interview,
Teridentifikasi 5 permasalahan PD3I di Provinsi Jawa Barat dan diprioritaskan menggunakan
metode Hanlon yang diadaptasi PAHO. Berikut hasil rekapitulasi skoring permasalahan PD31
yang disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Skoring Permasalahan PD3I di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

Tahun 2023
PD31 Severity of Problem (B) Score Score  FScore, PAH  Issue
A score, Sco SScor  Score G E, Instituti O Priori
compone  re Score e B3, B4, Interve  Inequ  onal score ty
nt of Bl, B2Sev [Econo Negati ntion ality Factor (BRP)
size, or Urg erity mic ve Effectiv  (0-5) 0.67 -
problem enc  Level Loss Impact eness 1.5)
magnitud y (0-5) (0-5) on (0-10)
e 0- Other
(1-10) 5 Events
(0-5)
Campak/ 6,34375 328 1,3125 0,000 11,9062 6,75 2,0625 098375 20,11 1
Rubella 12 86
Tetanus 1,25 0,68 0,6562 0,75 0,4375 6,3125 2,0520 097469 6,836 5
Neonatoru 75 3
m
Polio 1,8750 1,40 11,1250 0,218  0,5313  6,9375 1,6875 1,43750 14,89 3
(AFP) 63 8 96
Pertusis 2,46875 0,31 0,6562 0,968  1,0000 6,4375 1,9791 0,94875 9,755 4
25 75 2
Difteri 2,8125 0,031 1,375 0,562 02187 17,4687 1,9687 1,02531 15,99 2
2 5 93
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Masalah yang menjadi prioritas pada hasil skoring adalah penyakit campak kemudian
Difteri dikarenakan pada tahun 2023 angka kesakitan campak meningkat 9 kali lipat dari tahun
sebelumnya. Difteri pun meningkat 4x lipat dari tahun sebelumnya, serta Polio didapatkan 1
kasus VDPV di Purwakarta. Campak merupakan penyakit yang menjadi masalah kesehatan
utama dengan mempertimbangkan jumlah kasus dari tahun ke tahun semakin meningkat, angka
penemuan jumlah negatif campak di beberapa kabupaten/kota belum mencapai target, terdapat
1 kematian campak akibat komplikasi. Serta telah dilakukan beberapa strategi seperti
peningkatan penemuan kasus, pelatihan petugas surveilans campak pemberian imunisasi.
Namun permasalahan campak di Provinsi Jawa Barat belum dapat di atasi secara maksimal.
Terdapat dua daerah endemis campak di Jawa Barat diantaranya Kabupaten Bogor dan
Kabupaten Bandung Barat. Berikut hasil temuan lainnya berdasarkan paparan responden :

“Campak merupakan penyakit yang tercantum dalam komitmen global untuk eliminasi
campak tahun 2023. Apabila dilihat dari sisi tingkat keparahan memang masalah campak ini
mungkin jauh lebih rendah dibanding penyakit lain. Namun nyatanya sampai saat ini kasus
campak semakin meningkat setelah pandemi karena memang masyarakat menganggap
penyakit campak ini adalah hal yang biasa saja dapat sembuh sendiri dan mengabaikan
pentingnya menghindari kontak langsung dengan penderita, sehingga ketika ditemukan tanda
dan gejala demam disertai ruam maculopapular masyarakat cenderung tidak membawa
anaknya ke puskesmas/faskes lainnya sehingga kasus campak ini banyak yang tidak
terlaporkan dan berpengaruh dalam penemuan kasus campak, dan juga pada sebagian kasus
anaknya tidak diisolasi bahkan kontak dengan teman-temannya sehingga memperluas
penularan”.

“Apabila dilihat dari cakupan imunisasi MR di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 memang
belum memenuhi target, per bulan Oktober 2023 baru mencapai 64,4%. Hal ini karena
sulitnya menetapkan penentuan sasaran imunisasi campak pada anak dimana anak yang
cenderung mendapatkan imunisasi adalah anak yang datang ke posyandu yang memang
dilakukan pemantauan tumbuh kembangnya. Permasalahan lain yakni imunisasi tidak lengkap
karena pada saat imunisasi anaknya sakit kemudian tidak diimunisasi hingga lupa tidak
diimunisasi lanjutan sehingga berpengaruh terhadap pembentukan herd immunity anak yang
tidak optimal sehingga tetap dapat menderita penyakit campak ini. Permasalahan lainnya
vakni adanya penolakan imunisasi pada masyarakat dan ada juga wilayah yang tidak
melaporkan adanya KLB Campak”.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lugman et al., 2022; Rizaldi
et al., 2022). Identifikasi masalah campak berdasarkan faktor Healthcare, dari data jumlah,
rasio, dan target tenaga kesehayan di Provinsi Jawa Barat hanya tenaga Dokter Umum dan
Dokter Spesialis saja yang memenuhi. Tenaga Kesmas hanya ada 32% dari target rasio yang
telah ditetapkan. Cakupan imunisasi dasar lengkap di Jawa Barat sebesar 105,5%. Namun
apabila ditinjau berdasarkan Kabupaten/Kota masih banyak daerah yang memiliki capaian
imunisasi MR yang rendah. Diperoleh capaian MR2 sebesar 57,3%. Capaian UCI Desa di
Provinsi Jawa Barat telah memenuhi target didapatkan sebesar 86,4%. Berdasarkan Faktor
Perilaku didapatkan bahwa cakupan pemberian ASI Eksklusif sebesar 69%. Status gizi balita
di Jawa Barat belum memenuhi target RPJMN minimal 14% diantaranya prevalensi status gizi
balita underweight 5,8% ; stunting 8,3% ; serta wasting 3,7%. Pada tahun 2022, didapatkan
sebanyak 22.706 kasus BBLR dengan 41% kematian. Adapun partisipasi masyarakat ke
Posyandu hanya mencapai 75,5%. Angka tersebut belum memenuhi target RPJMN minimal
80%.

Berdasarkan faktor Lingkungan, Angka Jamban Sehat di Jawa Barat pada tahun 2022
sebesar 82,9%. Namun saat ditinjau berdasarkan Kab/Kota didapatkan sebanyak 4 wilayah
yang masih rendah akses sanitasi layak.Dalam faktor kependudukan, didapatkan bahwa Jawa
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Barat diperkirakan sekitar 1.400 - 1.500 orang per km?. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi
dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia (BPS,2023):

PEMBAHASAN

Campak menjadi salah satu penyakit yang menjadi prioritas global, hal ini tertuang pada
Kerangka Kerja Strategis untuk Rencana Aksi Vaksin Regional Asia Tenggara 2022-2030
melengkapi Agenda Imunisasi global 2030 (IA2030), yang salah satunya agenda adalah
mengeleminasi campak dan rubela tahun 2026(WHO, 2021b). Pada hasil penelitian didaptkan
penyakit campak menjadi prioritas utama, dengan skor PAHO sebesar 20,11. Meninjau
kembali didapatkan peningkatan kasus 9 kali lipat dari tahun sebelumnya, hasil analisis
lanjutan yang dilakukan menggunakan diagram fishbone analisis. Didapatkan beberapa
permasalahan, dari faktor man yakni kurangnya Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Bidan,
Tenaga Gizi, Tenaga Sanitasi lingkungan. Belum semua tenaga surveilans dan imunisasi
mengikuti pelatihan PD3I. Bahkan kader belum mengetahui terkait PD31 karena dalam aspek
deteksi kasus belum semua wilaya melibatkan kader.

Dalam penelitian Halim (2018) mengemukakan bahwa adanya komunitas masyarakat
yang menolak imunisasi dikarenakan kepercayaan tertentu, permasalahan tersebut dapat
mempengaruhi penemuan kasus. Ketidaktahuan mereka tentang pentingnya imunisasi campak
sehingga tidak membawa bayinya ke posyandu mempengaruhi tingginya kejadian campak
(Wisudariani & Halim, 2018) Perlu penguatan edukasi terhadap masyarakat terutama ibu
terkait dampak campak terhadap penyakit lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Iswandi (2019), ibu yang memiliki pengetahuan rendah tentang campak memiliki risiko 6,03
kali lebih besar terkena TB dibandingkan dengan ibu yang memiliki pengetahuan tinggi.
Temuan ini sejalan dengan teori Lawrence Green tentang faktor predisposisi, yang menyatakan
bahwa pengetahuan memegang peranan penting dalam pemeliharaan kesehatan, pencegahan
penyakit, dan peningkatan keselamatan. Pengetahuan yang baik mengenai anjuran untuk
melakukan praktik kesehatan, seperti imunisasi lengkap pada bayi dan balita, sangat penting
untuk membantu individu membuat pilihan terbaik terkait kesehatan mereka (Arianto et al.,
2018).

Aspek ketepatan pemberian vaksin dan dapat berpengaruh terhadap resiko terjadinya kasus
campak, hal ini sejalan dengan penelitian Lestari et al (2017) yang menyatakan hubungan antar
ketepatan vaksinasi campak dengan kejadian campak. Hasil penelitian di Kabupaten Muna
menunjukkan bahwa anak yang tidak di imunisasi campak berisiko 29 kali lebih besar
menderita campak dibanding dengan anak yang mendapatkan imunisasi campak. Dalam
penelitian Ningtyas (2015) juga menunjukkan bahwa responden yang tidak diberikan imunisasi
campak berisiko 11 kali untuk terjadi campak, dibandingkan dengan responden yang diberikan
imunisasi campak (Ningtyas & Wibowo, 2015). Kasus campak terbanyak yaitu usia 1- 4 tahun,
dimana sebesar 74% tidak diimunisasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Rahman, 2016),
rendahnya status imunisasi pada kelompok usia tersebut menunjukkan bahwa perlindungan
pada anak tidak maksimal sehingga anak lebih rentan terkena penyakit. Artinya perlu
ditingkatkan upaya pemberian imunisasi pada anak yang tidak diimunisasi dan yang status
imunisasinya belum lengkap (Rahman et al., 2016).

Adapun faktor lain yang mempengaruhi yakni status gizi balita. Angka underweight,
wasting, dan stunting di Provinsi Jawa Barat masih belum mencapai target RPJMN. Anak yang
memiliki status gizi yang kurang baik lebih rentan menderita penyakit campak dibandingkan
dengan anak dengan status gizi yang baik (Yani & Yuniastini, 2015). Dalam penelitian
(Oktaviani, 2018), persentase anak yang menderita campak dengan status gizi kurang dan ada
komplikasi sebanyak 23,4% lebih banyak dibandingkan, anak yang menderita campak dengan
status gizi kurang dan tidak ada komplikasi sebanyak 7,9% (Batubara & Oktaviani, 2018).
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Sedangkan persentase untuk anak yang menderita campak dengan status gizi baik dan ada
komplikasi sebanyak 76,6% lebih sedikit, dibandingkan dengan anak yang status gizi baik. Gizi
kurang dapat memengaruhi proses imun, sehingga pemberantasan virus terganggu, akibatnya
diagnosis penyakit terlambat ditegakan (Pramulia, Rahmi Fitri S, 2020). Dalam penelitian
Fadhila (2023) menunjukkan bahwa balita yg tidak diberikan asupan vitamin A dua kali
membahayakan terkena infeksi respirasi akut pertahunnya sekitar 2,1 kali lebih besar. Dapat
disimpulkan bahwa hubungan antara status gizi dengan penyakit campak terjadi dua arah dan
saling memberatkan (Fadhila & Selviana, 2023).

Adapun faktor lain yang mempengaruhi yaitu kepadatan hunian. Pada tahun 2023,
kepadatan penduduk di Jawa Barat diperkirakan sekitar 1.400 - 1.500 orang per km? (BPS,
2023). Hal ini menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan kepadatan penduduk
tertinggi di Indonesia. Dalam penelitian Arianto (2018) terdapat hubungan antara kepadatan
hunian dengan kejadian campak dan hunian yang padat berisiko 3,2 kali untuk mengalami
kejadian campak (Arianto et al., 2018) Berdasarkan faktor money didapatkan bahwa tidak
terdapat anggaran khusus pelatihan PD3I, hanya ada dana untuk pelaksanaan surveilans
keseluruhan. Berdasarkan Metode, formulir penyelidikan epidemiologi masih ada isian yang
tidak lengkap, belum semua puskesmas melibatkan kader untuk deteksi campak, dikarenakan
sebagian puskesmas tidak memiliki anggaran untuk PD3I. Berdasarkan Machine, ada
keterbatasan dalam ketersediaan VITM dan juga sampel carrier di beberapa daerah yang jauh
dari kota.

KESIMPULAN

Prioritas utama masalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di Jawa
Barat berdasarkan hasil skoring metode PAHO Adopted Hanlon adalah Campak dengan total
skor 20,11. Kedua yaitu Difteri dengan total skor 15,99 dan ketiga adalah Polio dengan total
skor sebesar 14,89. Campak menjadi masalah prioritas utama dalam penelitian ini karena
terjadi peningkatan 9 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, tingginya penularan di
masyarakat, juga disebabkan karena beberapa faktor fasilitas kesehatan, sumber daya manusia,
cakupan imunisasi rendah, serta adanya penolakan imunisasi dan mobilitas penduduk.
Beberapa usulan dalam menanggulangi permasalahan campak diantara lain memperkuat
surveilans aktif campak khususnya pada beberapa kabupaten/kota yang belum memenuhi
target discarded rate, memperkuat pelaksanaan imunisasi pada anak-anak, memperkuat deteksi
dini oleh kader, serta meningkatkan edukasi terkait penyakit campak pada masyarakat. Adapun
keterbatasan penelitian meliputi ketidakmampuan untuk membandingkan data PD3I selama
lima tahun terakhir karena data yang tidak memadai sebelum tahun 2021.
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